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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus 

memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Namun 

kenyataannya tidak semua orang berprinsip demikian, dengan berbagai 

alasan pembenaran yang cukup masuk akal dan bisa diterima 

masyarakat, perkawinan sering kali tidak dihargai kesakralannya. 

Pernikahan merupakan sebuah mediayangakan mempersatukan dua 

insan dalam sebuah rumah tangga. Pernikahan adalah satu-satunya ritual 

pemersatu dua insan yang diakui secara resmi dalam hukum kenegaraan 

maupun hukum agama. Pelaksanaan perkawinan di Indonesia selalu 

bervariasi bentuknya. Mulai dari perkawinan lewat Kantor Urusan Agama 

(KUA), perkawinan bawa lari, sampai perkawinan yang popular dikalangan 

masyarakat, yaitu kawin siri. 

Perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang dikenal dengan 

berbagai istilah lain seperti „kawin bawah tangan‟, „kawin siri‟ atau „nikah 

sirri‟, adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau 

adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA 

bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam). Istilah 

sirri berasal dari bahasa arab sirra, israr yang berarti rahasia. Kawin siri, 

menurut arti katanya, perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi-
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sembunyi atau rahasia.1 Dengan kata lain, kawin itu tidak disaksikan 

orang banyak dan tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah. 

Kawin itu dianggap sah menurut agama tetapi melanggar ketentuan 

pemerintah.2 

Perkawinan menurut hukum Islam yang sesuai dengan landasan 

filosofis Perkawinan berdasarkan Pancasila yang diatur dalam pasal 1 UU 

No. 1 Tahun 1974 dengan mengkaitkan Perkawinan berdasarkan sila 

pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan filosofis itu 

dipertegas dalam Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berisi: 

1. Perkawinan semata-mata mentaati perintahAllah. 

2. Melaksanakan Perkawinan adalahIbadah. 

3. lkatan Perkawinan bersifat miitsaaqan gholiidhan (ikatan yang kokoh). 

Dalam landasan filosofis itu dirangkum secara terpadu antara 

Akidah, Ibadah, dan Muamallah.3 Pernikahan merupakan sebuah ritual 

tanpa ada lagi batasan yang menghalangi. Meskipun demikian, banyak 

sakral yang menjadi tempat bertemunya dua insan yang saling mencintai, 

pula orang-orang atau pihak-pihak yang saat ini berusaha untuk 

memanfaatkan ritual tersebut hanya untuk memperoleh keuntungan, baik 

berupa materi maupun sekedar untuk mendapatkan kepuasaan seks saja, 

                                                
1
Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta : Hidakarya agung, 

1979) Cet. Kedelapan. Hal. 176 
2
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 

Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 
Sampai dengan pasal 9 yang mengatur tentang Pencatatan Perkawinan. Pelanggaran 
Ketentuan Peraturan Pemerintah ini telah diatur dan dituangkan dalam Pasal 45. 

3
Abdullah Kelib, Kompilasi Hukum Islam Berdasar Instruksi Presiden no 1 tahun 

1991 Dalam Tata Hukum Nasional- Pidato Pengukuhan Diucapkan pada Upacara 
Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas 
Diponegoro Semarang, 16 Januari1993. 
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atau juga karena alasan-alasan lain. Berbagai permasalahan pun 

akhirnyatimbul. 

Nikah siri adalah salah satu bentuk permasalahan yang saat ini 

masih banyak terjadi di negara Indonesia. Memang, masalah nikah siri ini 

sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka 

menikah tanpa sepengatahuan pihak berwenang tersebut. Biasanya, 

nikah siri dilakukan hanya dihadapan seorang ustadz atau tokoh 

masyarakat saja sebagai penghulu, atau dilakukan berdasarkan adat-

istiadat saja. Pernikahan ini kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang 

berwenang, yaitu KUA (bagi yang muslim) atau Kantor Catatan Sipil 

setempat (bagi yang nonmuslim) untuk dicatat. 

Sebagai contoh kita bisa menyaksikan tayangan infotainment di 

salah satu stasiun tv swasta nasional. Ketika itu, selebriti yang disoroti 

adalah Machica Mochtar yang mengharap pengakuan Moerdiyono 

sebagai bapak dari putranya. Anak dari hasil pernikahan siri mereka. 

Kemudian masih dalam program infotainment juga, dikabarkan tentang 

Bambang Triatmojo (putra alm. Pak Harto) yang tak mau mencantumkan 

namanya sebagai ayah diatas akte kelahiran putri Mayangsari. Lagi-lagi 

karena mereka hanya nikah siri. 

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan 

pernikahannya di lembaga pencatatan. Ada yang karena faktor biaya, 

alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan sehingga tidak 

dicatatkan tetapi tidak dirahasiakan; belum cukup umur untuk melakukan 
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perkawinan secara negara; ada pula yang disebabkan karena takut 

ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih 

dari satu; dan lain sebagainya. Ada juga, pernikahan yang dirahasiakan 

karena pertimbangan-pertimbangan tertentu; misalnya karena takut 

mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap 

tabu pernikahan siri; atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang 

memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. Bagi yang takut 

diketahui masyarakat, perkawinannya tidak dicatatkan dan dirahasiakan. 

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara 

agama saja atau hanya di depan pemuka agama. Persoalan mengenai 

perkawinan siri memang masih menimbulkan pro dan kontra. Sistem 

hukum Indonesia tidak mengenal adanya istilah perkawinan siri serta tidak 

mengatur secara khusus mengenai perkawinan siri dalam sebuah 

peraturan. Namun, secara umum, istilah ini diberikan bagi perkawinan 

yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Bagaimana status 

perkawinan siri dimata Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan serta akibat hukumnya terhadap istri yang dinikahi dan 

anakyang dilahirkan serta harta kekayaannya di dalam perkawinan siri, 

merupakan masalah yang diteliti dalam tulisan ini. 

Perkawinan siri menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan merupakan perkawinan yang tidak sah,4 karena 

perkawinan jenis ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan 

                                                
4
Kesimpulan penelitian Ananda Mutiara, 2008, Perkawinan Siri di Mata Undang-undang 

no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta akibat hukumnya terhadap isteri dan anak 
yang dilahirkan dalam perkawinan siri, tesis S2, UI 
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Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni 

ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan perkawinan. 

Sedangkan akibat hukum terhadap istri, istri bukan merupakan istri sah 

dan karenanya tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami serta 

tidak berhak atas harta gono-gini dalam hal terjadi perpisahan. Terhadap 

anak, statusnya menjadi anak luar kawin dan karenanya ia hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta 

sewaktu-waktu ayahnya dapat menyangkal keberadaan anak tersebut, 

selain itu ia tidak berhak atas nafkah hidup, biaya pendidikan, serta 

warisan dari ayahnya.5 

Bila dikembalikan pada hukum perkawinan Islam maka selagi 

perkawinan telah dilakukan memenuhi syarat dan rukunnya, perkawinan 

itu adalah sah dan berhak atas ketentuan yang digariskan dalam hukum 

anak dan kedua orangtuanya, pewarisan serta penyelesaian bila terjadi 

perceraian atau bila salah satu dari suami atau isteri meninggaldunia. 

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih 

lanjut mengenai permasalahan yang menjadi latar belakang diatas dan 

menyusunnya dalam tesis yang berjudul: 

“KEDUDUKAN HUKUM ANAK AKIBAT PERKAWINAN SIRI DITINJAU 

DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 

TAHUN 1974” 

 

                                                
5
Ibid. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mencoba merumuskan 

permasalahan sekaligus merupakan pembahasan permasalahan yang 

akan diteliti sebagai berikut : 

1. Bagaimana kedudukan Perkawinan Siri menurut Hukum Islam 

dan Undang-Undang Perkawinan ? 

2. Bagaimana akibat hukum Perkawinan Siri terhadap kedudukan 

anak ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk memahami dan menganalisis kedudukan Perkawinan 

Siri menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. 

2. Untuk memahami dan menganalisis akibat hukum Perkawinan 

Siri terhadap kedudukan anak. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Islam dan 

Hukum Perkawinan di Indonesia, yang secara dinamis terus 

mengkaji pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan 

keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum 

Indonesia yang berdasar Pancasila dan UUD 1945. Pengkajian 
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juga untuk penyempurnaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan. 

2. Kegunaan Praktik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan 

masukan bagi pengambil kebijakan dalam pelaksanaan Undang-

undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta 

masukan kepada pemerintah yang saat ini sedang mengajukan 

rancangan undang-undang hukum perkawinan sebagai 

penyempurnaan undang-undang no 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan.Selain itu hasil penelitian ini dapat dipergunakan 

sebagai bahan acuan masyarakat dalam melakukan perkawinan.


